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KEMEN-KP. Advokasi Hukum.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 /PERMEN-KP/2018
TENTANG
ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

—_

bahwa permasalahan hukum dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sangat
kompleks dan dinamis sehingga diperlukan advokasi
hukum yang efektif dan efisien di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

bahwa untuk ketertiban dalam pemberian advokasi
hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan, perlu pengaturan penyelenggaraan advokasi
hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemeintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan
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Presiden Nomor 114/P/2016 tentang Pengangkatan
Menteri ESDM Kabinet Kerja Untuk Sisa Masa Jabatan
2014-2019;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 49 /PERMEN-KP/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2017 Nomor 220)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 317);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

www.peraturan.go.id



2018, No.1875

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Advokasi Hukum yang untuk selanjutnya disebut
Advokasi adalah pemberian layanan hukum oleh
kementerian kepada penerima advokasi yang menghadapi
masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang kelautan dan perikanan.

Penerima Advokasi adalah Menteri, Mantan Menteri,
Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan/atau Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang telah memasuki masa purna
bakti yang menghadapi masalah hukum.

Masalah Hukum adalah masalah yang timbul akibat dari
pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Kementerian adalah  Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Unit Kerja adalah satuan organisasi kerja di lingkungan
Kementerian.

Unit Kerja Eselon 1 adalah Sekretariat Jenderal,
Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di
lingkungan Kementerian.

Unit Hukum Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal yang memberikan

layanan Advokasi di lingkungan Kementerian.
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Unit Hukum Eselon I adalah unit kerja yang memberikan
layanan Advokasi di lingkungan Sekretariat Direktorat
Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat

Badan.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam
pelaksanaan Advokasi di lingkungan Kementerian.
Peraturan Menteri ini  bertujuan untuk tertib

penyelenggaraan Advokasi di lingkungan Kementerian.

BAB II
ADVOKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Advokasi oleh Kementerian dilaksanakan berdasarkan
asas keadilan, persamaan kedudukan di hadapan
hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas.

Advokasi oleh Kementerian dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap Penerima
Advokasi sebelum, saat dan/atau setelah pelaksanaan
tugas dan fungsi bidang kelautan dan perikanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Advokasi oleh Kementerian bertujuan untuk menjamin
dan memenuhi hak hukum Penerima Advokasi untuk
mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelesaian

Masalah Hukum yang dihadapi.

Pasal 4
Advokasi dilaksanakan oleh Unit Hukum Sekretariat
Jenderal dan Unit Hukum Eselon I sesuai bidang tugas

masing-masing.
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